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ABSTRACT : 
STATUS AND LEGAL STANDING OF LPD IN A CREDIT GUARANTEE IN RELATION 
TO THE ENACTMENT OF LAW NO.  1 YEAR 2013 REGARDING MICRO FINANCIAL 
INSTITUTION.  
Lembaga Perkredi tan Desa (LPD) is a f inancial  inst itut ion owned by desa 
pakraman which has special characterist ics. The said special charac terist ic , 
speci f ical ly located on the  obl igations of  LPD to desa pakraman which has a 
physical  nature/sekala and also a non -physical  nature/niskala.  These caused our 
central  government  to grant  exclusion on the existence of  LPD i t  se l f  in Law No.  1 
Year 2013 regarding Micro Financial  Insti tut ion.   
The type of  this research is an appl ied normative  legal  research by  tracing 
documents as primary legal  materials.  This research used statue and conceptual 
approaches.  
LPD is only  exist in Bal i ,  therefore ,  LPD is o nly  become a legal  subject to Adat 
Law in Bal i .  The said exclusion has rai sed a confusion since  al l  this t ime the  legal 
status and standing of  LPD in every  regulation is considered equal  to a regular 
Financial  Inst i tut ion. Therefore , in order to legal ly  bi nd a guarantee  in a credi t 
t ransact ion i t  must  always re fer to the  legislation in accordance wi th our posi t ive 
law.  
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I. Pendahuluan 
1.1    Latar Belakang 
Lahirnya Undang-Undang Nomor  1 
Tahun  2013 ten tang Lembaga Keuangan  
Mikro yang mengecual ikan  keberadaan  
LPD da lam Pasal  39 a yat  (3)  
men imbulkan  perdebatan .  Posisi  LPD 
dan  lembaga keuangan  sejen is,  
misalnya,  Lumbung  Pi t ih Nagari  di  
Sumatera  Sela tan,  dianggap t idak 
termasuk dalam Lembaga Keuangan  
Mikro dan  dibebaskan  dar i segala  a turan  
yang mengikat  Lembaga Keuangan  
Mikro ser ta  dinyatakan  diakui  
keberadaannya berdasarkan  hukum adat.  
LPD hanya terdapat  di Bal i ,  untuk itu 
LPD hanya tunduk pada hukum adat  
yang di  Bal i ,  pengaturan  tentang LPD 
ini  waji b terdapat  dalam awig-awi g  
pada masing-masing desa pakraman .   
LPD t idak  lagi  tepat apabi la 
diper samakan  dengan  BPR,  Koperasi ,  
a tau Badan  Usaha Mil ik Desa sesuai  
dengan  Surat Keputusan Bersama (SKB)  
Tiga Menter i,  yai tu Menter i  Keuangan,  
Menter i  Negara  Koperasi  dan  Usaha 
Keci l  Menengah (UKM),  dan  Gubernur  
Bank Indonesia :  Nomor  
351.1/KMK.010/2009;  Nomor  900 -636  
A Tahun  2009;  Nomor  
01/SKB/M.KUMK/IX/2009;  Nomor  
11/43A/KEP.GBI/2009 ter tanggal 7 
Septem ber  2009 ten tang Stra tegi  
Pengembangan Lembaga Keuangan  
Mikro (LKM).  LPD yang disebut  
sebagai  badan  usaha keuangan  milik 
desa  sesuai  k eten tuan  Peraturan  Daerah  
Provinsi  Bal i  Nom or  4 Tahun  2012 
ten tang Perubahan  Kedua Atas  
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bal i  Nomor  8  
Tahun  2002 ten tang Lembaga  
Perkredi tan  Desa juga masih  
diperdebatkan . Hal  in i  pun  
men imbulkan  kerancuan   karena 
meskipun  memil iki  ci r i  dan  lapangan  
usaha yang serupa dengan  lembaga 
keuangan  yang ada di  Indonesia ,  
terutama dalam melakukan  fungsi  
intermediasi  (mengh impun  dana dan  
menyalurkan  kredi t  kepada krama desa 
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pakraman ) ,  LPD memil iki  karakter istik 
yang berbeda.  Pemben tukan  LPD 
didorong karena menguatnya kebutuhan  
keuangan desa pakraman dalam 
menyelenggarakan  berbagai  fungsi  
peradaban  yang berat  dan  t idak pernah  
diker jakan  oleh  lembaga keuangan  
umum.  Peradaban buda ya Bal i  yang 
men jadi  landasan  LPD menjadikan  
karakter istik khusus LPD ber si fa t  
sosia l ,  komunal ,  r el igius ( t idak hanya  
tanggungjawa b secara  fisik/ sekala 
namun  juga secara  nonfisik/ niskala).  
Perdebatan t idak hanya dalam hal  sta tus 
dan  kedudukan  saja ,  namun  juga dalam 
hal  pengikatan  jaminan  kredi t,  
mengingat  dalam menyalurk an kredi t  
kepada krama desa pakraman,  LPD 
dalam prakteknya juga melakukan  
pengikatan  jaminan  kredi t  yang 
keten tuannya m engacu pada hukum 
jaminan  yang ber laku di Indonesia .   
Dar i  uraian  di  a tas maka dapat 
di tar ik suatu isu hukum yang berkai tan  
dengan  adanya  kekaburan  norma 
berkai tan  dengan  pengikatan  jaminan  
bagi  LPD karena ket idaksinkronan  
antara  penger t ian  LPD sebagai  Badan  
Usaha Milik Desa sesuai  Undang -
Undang Desa dan  Peraturan  Daerah  
Provinsi  Bal i  dengan  Undang -Undang 
Lem baga Keuangan  Mikro yang telah  
mengecual ikan  kedudukan  LPD.   
Sejauh  pengetahuan penul is, ada 
tesis ber judul  “Per jan jian  Kredi t  dengan  
Jaminan  Hak Atas Tanah pada Lembaga  
Perkredi tan  Desa (LPD)  di  Kabupaten  
Gianyar”  yang di tul is oleh  Ni  Nyoman  
Rum bian i dalam rangka menyelesaikan  
program Pascasar jana di  Magister  
Kenotar iatan  Univer si tas Uda yana 
(2013).  Tesis in i  pada in t inya membahas 
ten tang prosedur  pengajuan  kredi t  pada 
LPD di  Ka bupaten  Gianyar  beser ta  
pen yel esaiannya apabi la  debi tur  
wanprestasi .  Sela in  i tu adapula  tesis  
yang di tul is oleh  Jeanne Wiryadan i  
Ratnan ingrum yang dalam rangka 
menyelesaikan program Pascasar jana di  
Magister  Kenotar ia tan  Univer si tas 
Uda yana (2015).  Tesis in i  menganal isis 
mengenai  “Wewenang Lembaga  
Perkredi tan  Desa sebagai  Subjek  Hak  
Tanggungan”.  Pokok permasalahan  t esis  
ini  adalah  apakah  Lembaga Perkredi tan  
Desa berwenang sebagai  subjek hukum 
hak tanggungan  dan bagaimana akibat  
hukum dar i  per jan jian  yang dibuat  oleh  
LPD sebagai  debi tur  dalam suatu 
per jan jian  Hak Tanggungan .  
1.2    Rumusan Masalah  
Berdasarkan  pendahul uan  di  a tas, 
maka rumusan  masalah  yang terdapat  
dalam tesis in i  adalah  :  
1.2.1 Bagaimanakah  status dan  
kedudukan  Lembaga Perkredi tan  
Desa (LPD) dengan  ber lakunya  
Undang-Undang Nomor  1 Tahun  
2013 ten tang Lembaga Keuangan  
Mikro ? 
1.2.2 Bagaimanakah  pengatur an  hukum 
pengikatan  jaminan  pada Lembaga  
Perkredi tan  Desa (LPD) dengan  
ber lakunya Undang-Undang 
Nom or  1 Tahun  2013 ten tang 
Lem baga Keuangan  Mikro?  
1.3    Tujuan Penel i t ian  
Tujuan  penel i t ian  ini  dapat 
dikual i fikasikan  a tas tujuan  yang 
ber si fa t  umum dan  khusus.  Tujuan  yang 
ber si fa t  umum yai tu penel i t ian  ini  
secara  umum diharapkan  mampu 
men jawa b per soalan -per soalan  yang 
berkai tan  dengan permasalahan -
permasalahan  perkredi tan  di Lembaga  
Perkredi tan  Desa di  Provinsi  Bal i ,  agar  
dikemudian  har i  t idak ter jadi  keragu -
raguan  dan  para  pihak yang ber sengketa  
dapat  memil iki  kepast ian hukum.  
Tujuan  yang ber si fa t  khusus,  yai tu  
un tuk mengetahui  sta tus dan  kedudukan  
Lem baga Perkredi tan  Desa (LPD)  
dengan  ber lakunya Undang -Undang 
Nom or  1 Tahun 2013 ten tang Lembaga  
Keuangan  Mikr o dan  untuk mengetahui  
pengaturan  hukum pengikatan  jaminan  
pada Lembaga Perkredi tan  Desa (LPD)  
dengan  ber lakunya Undang -Undang 
Nom or  1 Tahun 2013 ten tang Lembaga  
Keuangan  Mikro.  
1.4    Landasan Teoritik 
1.4.1 Teori  Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan.   
Pemer in tah  dalam melakukan  
pemben tukan  peraturan  perundangan -
undangan  per lu memperhatikan  asas -
asas peraturan  perundang -undangan  
antara  lain :  (1)  Undang-Undang t idak 
dapat  ber laku surut ,  (2)Undang-Undang 
t idak dapat  diganggu gugat ;  (3)  
Undang-Undang yang dibuat  oleh  
penguasa  lebih  t inggi  mempunyai  
kedudukan  yang t inggi  pula  ( Lex 
superiori  derogat  legi  inferiori ) ;  (4)  
Undang-Undang yang ber si fa t  khusus  
akan  mengesampingkan  a tau 
melumpuhkan  undang-undang yang 
ber si fa t  umum (Lex special is derogat  
legi  general is ) ;  (5)  Undang-Undang 
yang baru mengalahkan  a tau 
melumpuhkan  undang-undang yang lama 
(Lex posteriori  derogat  legi  priori ) ;  dan  
(6)  Undang-Undang merupakan  sarana 
terbaik un tuk keseimbangan  spir i tual  
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masyarakat  maupun  individu,  melalui  
proses pembaharuan  a tau pelestar ian.  
Dalam proses penerapan  suatu 
peraturan  t idak cukup hanya dengan  
peraturan  yang baik (pro masyarakat)  
dan di laksanakan  oleh  aparatur  
pemer intah  yang baik (bukan  hanya  
sebagai  corong undang-undang),  akan  
tetapi  waji b pula  di lengkapi dengan  
buda ya hukum masyarakat  yang 
berkeinginan  kuat  mematuh i a turan  
ter sebut .  Dalam upaya mengetahui  
buda ya hukum ter sebut ,  sa lah  satu 
caranya adalah  dengan  melakukan  studi  
i lmiah  terhadap suatu peraturan  yang 
akan  dibuat  yai tu biasan ya dikenal  
dengan  Naskah  Akadem ik (NA) suatu  
r ancangan peraturan  perundang -
undangan . Naskah  Aakademik 
mempunyai  7 ( tujuh) indikator  dan/a tau 
faktor  yang harus ada, yang dikenal  
dengan  ist i lah  ROCCIPI (Rules,  
Opportuni ty ,  Capaci ty ,  Communicat ion,  
Interest ,  Procces dan Ideology ) .1 
1.4.2 Teori Hukum Transplantasi Hukum 
Transplan tasi  Hukum  
merupakan “the borrowing  and  
t ransmissibi l i ty  of  rules from one 
socie ty  or sistem to another” .  Defin isi  
semacam in i  bisa  disebut  sebagai  
defin isi  yang luas,  yang 
memper t imbangkan  bukan  saja  
pemben tukan  hukum seba gai  hubungan  
antar  negara  melainkan  pula  pengaruh  
dari  t radisi  hukum an tar  masyarakat . 2 
Legal  transplants  a tau legal  borrowing ,  
a tau legal  adoption  demikian  ist i lah  
yang diperkenalkan  oleh  Alan  Watson,  
un tuk menyebutkan  suatu proses  
memin jam atau mengambil  a l ih  a tau 
memindahkan hukum dar i  satu 
tempat   atau dar i  sa tu negara  atau dari  
sa tu bangsa ke tempat,  negara a tau 
bangsa lain  kemudian  hukum itu 
di terapkan  di  tempat  yang baru 
ber sama-sama dengan  hukum yang 
sudah  ada sebelumnya. 3 
Transplan tasi  Hukum sela lu  terkai t 
dengan  tradisi  hukum.  Tradisi  hukum 
yang ada bukan  saja  menyangkut  Civil  
                                                        
1Aan Seidman, Robert B. Seidmann, & 
Nalin Abeyserkere, 2001, Penyusunan Rancangan 
Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat 
yang Demokratis, sebuah Panduan untuk Pembuat 
Rancangan Undang-Undang, ELIPS, Jakarta, hal. 
21 
2Theofransus Litaay, 2005, “Transplantasi 
Hukum dan Pluralisme Hukum dalam Hukum 
Perusahaan di Indonesia”, I Power Blogger, 
http://amalatu2005.blogspot.com/2005/06/transpl
antasi-hukum-dan-pluralisme.html, diakses pada 
tanggal 10 Desember 2014 
3Ibid, hal. 2  
Law,  tetapi  juga di  Indonesia ,  terdapat  
hukum adat  dan  hukum Islam. 4 Pi l ihan 
pol i t ik Transplan tasi  Hukum dalam 
kebi jakan  pembangunan hukum nasional  
yang sesuai  dasar  ideologi s- fi l osofi s  
Pancasi la yang merupakan  the  original  
paradicmatic  value of  Indonesian 
cul ture  and socie ty ,  adalah  pi l ihan  
pol i t ik dalam aktivi tas pembuatan  
norma hukum konkri t  (basic  pol icy)  
tanpa harus mengabaikan  posisi  dan  
keberadaan  Indonesia  di tengah -tengah  
pergaulan  internasional .  Dengan  
demikian  hukum yang di lah irkan  adalah  
hukum yang commit  nat ional ly ,  think  
globaly  and act local ly .5 
1.5 Metode Penelitian 
1.5.1 Jenis Penelitian 
Penel i t ian  ini  merupakan  penel i t ian 
hukum normat i f karena,  sebagaimana 
tergambar  pada  uraian  latar  belakang 
masalah,  penel i t ian  in i  berusaha 
mencari  jawa ban  a tas ter jadinya  
kekaburan  norma dalam hal  pengaturan  
hukum   pengikatan  jaminan  di  Lembaga  
Perkredi tan  Desa setelah  ber lakunya  
Undang-Undang Nomor  1 Tahun  2013 
ten tang Lembaga Keuangan  Mikro 
karena masih  adanya perdebatan  
mengenai  sta tus dan  kedudukan  LPD 
sebagai  Badan  Usaha Mil ik Desa (sesuai  
penger t ian  yang termuat  dalam Undang -
Undang Nomor  6 Tahun  2014 ten tang 
Desa) dengan ber lakunya Undang -
Undang Nomor  1 Tahun  2013 ten tang 
Lem baga Keuangan  Mikro.  
1.5.2 Jenis Pendekatan 
Dalam penel i t ian  in i  akan 
digunakan  jen is pendekatan  :  (1)  
Pendekatan Perundang-Undangan (The Statute 
Approach), (2) Pendekatan Fakta (The Fact 
Approach), Pendekatan Futuristik (Futuristic 
approach); (3) Pendekatan Analisis Konsep 
Hukum (Analytical and Conceptual 
Approach). 
1.5.3 Sumber Bahan Hukum 
Sumber  bahan  hukum yang 
digunakan  dalam penel i tian  in i  adalah  
sumber  bahan  hukum pr imer,  sumber  
bahan  hukum sekunder ,  dan  sumber  
bahan  hukum ter t ier .  Sumber  bahan  
hukum pr imer  yang digun akan  adalah  
Peraturan  Perundang-undangan  yang 
terkai t dengan  LPD dan  pengikatan  
                                                        
4Duarte Tilman Soares.Perbandingan 
Penerapan Hukum Nasional Timor Leste dengan 
Hukum yang berlaku di Indonesia. Makalah 
seminar di fakultas hukum uksw, tanggal 18 
Februari 2003. 
5Evaristus Hartoko W, 2002, “Good 
Corporate Governance in Indonesia”, Griffin’s 
View on International and Comparative Law”, 
Volume 3 Number 1, Januari 2002, hal. 103 
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jaminan .  Sumber  bahan hukum sekunder  
yaitu, bahan-bahan yang dapat memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer, 
seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan 
ilmiah lainnya, pendapat pakar hukum yang 
erat kaitannya dengan objek penelitian. Bahan 
hukum tertier, yaitu, bahan-bahan hukum yang 
sifatnya penunjang untuk dapat memberikan 
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan 
hukum primer dan sekunder seperti jurnal 
hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, 
serta makalah-makalah yang berkaitan dengan 
objek penelitian. 
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Tekn ik Pengumpulan Bahan Hukum 
yang dipergunakan dalam penulisan penelitian 
ini ialah dengan melakukan pencatatan secara 
sistematis dari bahan-bahan yang diperoleh 
melalui studi kepustakaan beserta dialog yang 
dilakukan kepada tokoh-tokoh di bidang 
hukum. 
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum 
Berdasarkan  bahan  hukum yang 
telah  diperoleh  melalui  studi  
kepustakaan  dan  dia log,  maka bahan -
bahan  hukum ter sebut  di olah  secara  
kual i tat i f.  Terhadap bahan -bahan  hukum 
yang diperoleh  in i  di lakukan  
pengklasi fikasian  untuk mempermudah  
di  dalam mendukung penul isan  secara  
menyeluruh.  Selan jutnya dar i data -data  
ter sebut  di lakukan  penya jian  secara  
deskr ipt i f anal isi s dalam ben tuk karya  
i lmiah  berupa tesis.  Adapun teknik 
anal isis bahan  hukum yang digunakan  
yai tu deskr ipsi ,  sistemat isasi ,  evaluasi ,  
interpretasi ,  dan  argumentasi ,  
 
II. Tinjauan Umum Lembaga Perkreditan 
Desa, Desa Pakraman, Hukum Adat 
Bali, Lembaga Keuangan Mikro, dan 
Hukum Jaminan. 
2.1 Lembaga Pekreditan Desa 
Pada awalnya keberadaan  dan 
akt ivi tas LPD dia tur  berdasarkan  Surat  
Keputusan  Gubernur Kepala  Daerah  
Tingkat I  Bal i  Nomor  972 Tahun  1984 
ter tanggal  1 Novem ber  1984 ten tang 
Pendir ian  Lembaga Perkredi tan  Desa  
(LPD)  Bal i .  Peraturan  in i  kemudian  
diperkuat dengan Peraturan Daerah  
Provinsi  Daerah  Tingkat  I  Bal i  Nomor  2  
Tahun  1988 ten tang Lembaga  
Perkredi tan Desa dan diperbaharui lagi  
dengan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bal i  
Nom or  3 Tahun  2007 ten tang LPD,  
terakh ir  diubah dengan Peraturan  
Daerah  Provinsi  Bal i  Nom or  4 Tahun  
2012 ten tang Perubahan  Kedua Atas 
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bal i  Nomor  8  
Tahun  2002 ten tang Lembaga  
Perkredi tan  Desa. 6 Sela in  berdasarkan 
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bal i ,  
keberadaan  dan aktivi tas LPD ju ga  
dia tur  berdasarkan  awig-awig  dan /a tau 
pararem  yang hanya ber laku pada desa 
pakraman  setempat .  Awig-awig  dan /a tau 
pararem  dimaksud di buat  oleh  desa  
pakraman  setempat  dengan  didampingi  
dan dibina  oleh  t im pembina penulisan  
awig-awig  dar i  Pemer intah  Provin si  
Bal i  dan /a tau Pemer in tah  
Kabupaten /Kota  se-Bal i .  Walaupun  
demikian ,  substansi  awig-awig  dan /a tau 
pararem  ten tang LPD bagi  sa tu desa  
pakraman  t idaklah  per sis sama dengan  
awig-awig  dan /a tau pararemdesa  
pakraman  la innya.  Hal  ini  memang 
dimungkinkan sesuai  dengan  asas desa 
mawacara  (mem buat  awig-awi g  
dan/a tau pararem  yang sesuai  dengan  
kondisi  dan  si tuasi  desa pakraman  
setempat) .  Hal  in i  berar t i bahwa,  
keberadaan  dan  akt ivi tas LPD belum  
dia tur  berdasarkan  awig-awig  dan /a tau 
pararem  a tau hukum adat  Bal i sebagai  
sa tu kesatuan  sistem hukum yang 
ber laku sama di  seluruh  Bal i. 7 Pada 
tanggal  8 Januari  2013 dikeluarkan lah  
Undang-Undang Nomor  1 tahun  2013 
ten tang Lembaga Keuangan  Mikro 
(Undang-Undang LKM).  Keluarnya  
Undang-Undang LKM in i  perlu 
mendapat  perhat ian semua  pihak secara  
lebih  ser ius dalam usaha 
memper tahankan  keberadaan  dan  
akt ivi tas LPD sebagai  duwe desa  
pakraman .  
2.2 Desa Pakraman 
Desa pakraman  adalah  kesatuan 
masyarakat  hukum adat  di  Provinsi  Bal i  
yang mempunyai  sa tu kesatuan  tr adisi  
dan  ta ta  krama pergaulan  h idup 
masyarakat  umat  Hindu secara  turun  
temurun  dalam ikatan  Kahyangan Tiga  
a tau Kahyangan Desa  yang mempunyai  
wi la yah  ter tentu dan  harta  kekayaan  
sendir i ser ta  berhak mengurus rumah  
tangganya sendir i  (Pasal  1 Angka 4 
Peraturan  Daerah  Nomor  3 Tahun  2001 
ten tang Desa pakraman ) .  Desa 
pakraman  mempunyai  unsur -unsur  yang 
terangkum dalam Tri  Hi ta Karana .  
Unsur  yang per tama adalah  unsur  
parahyangan  (hal -hal  yang berhubungan  
dengan  agama Hindu),  unsur  pawongan  
(akt ivi tas warga desa  yang beragama 
Hindu/krama  desa) ,  dan  unsur  terakhir  
adalah  unsur  palemahan  (wi la yah  desa  
yang berupa karang ayahan desa  dan  
                                                        
6Sumarta, I Ketut, 2014, Pararem Lembaga 
Perkreditan Desa (LPD) Bali, Majelis Desa 
Pakraman Bali, Denpasar, hal. 7 
7Ibid,  hal. 8 
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karang gunakaya  sesuai  dengan  a jaran  
Hindu).  Tugas dan  wewenang utama 
desa pakraman  adalah  melaksanakan  
a jaran agama Hindu dan menegakkan  
hukum adat  Bal i  di  wi laya hnya.  Tugas 
dan  wewenang la innya yai tu  
berkoordinasi  dengan  desa  dinas dan  
pihak berwenang lainnya un tuk 
menciptakan  kasukertan  (kedamaian) di  
wi la yahnya.   
2.3 Hukum Adat Bali 
Hukum adat  Bal i  adalah  kompleks  
norma-norma,  baik dalam wujudn ya  
yang ter tul is maupun  t idak ter tul is,  
ber isi  per in tah,  kebolehan  dan  larangan,  
yang mengatur  keh idupan masyarakat  
Bal i  yang menyangkut  hubungan  an tara  
sesama manusia ,  hubungan manusia  
dengan  lingkungan a lamnya,  dan  
hubungan  manusia  dengan  Tuhannya.  
Ist i lah  “hukum adat  Bal i”  pada mulanya  
t idak begi tu dikenal i  oleh  kalangan  
masyarakat  Bal i .  Isti lah  yang biasa  
dipakai  dalam tata  pergaulan  
masyarakat  di  Bal i ,  yai tu adat ,  dresta,  
gama,  sima,  cara,  kerta sima,  geguat,  
pengel ing-el ing,  tunggul ,  awig -awig ,  
pararem ,  dan sebutan  la innya  yang 
dapat  diguakan  un tuk menyebutkan  adat  
kebiasaan  yang ber laku dalam 
masyarakat .8 Tatanan  hukum ter sebut  
di rangkum dalam ben tuk awig-awi g  
desa pakraman  dan  pararem desa 
pakraman .  Awig-awig  sebelum  
disahkan ,  ter lebih  dahulu disusun  dan  
dimusya warahkan  dalam suatu r apat  
krama  desa  yang disebut  paruman desa.   
2.4 Lembaga Keuangan Mikro 
Lem baga keuangan  mikro adalah 
lembaga keuangan  yang khususnya  
didir ikan un tuk member ikan jasa  
pengembangan  usaha dan  pemberdayaan  
masyarakat ,  baik melalui  pin jaman  atau 
pembia yaan  dalam usaha skala  mikro 
kepada anggota  dan  masyarakat,  
pengelolaan  simpanan maupun  
pember ian  jasa  konsul tasi  
pengembangan  usaha yang t idak semata -
mata  mencar i  keun tungan.  Lembaga  
keuangan  mikro harus berben tuk badan  
hukum Koperasi  a tau Per seroan  
Terbatas.  Jika  berbadan  hukum 
Perseroan  Terbatas,  maka sahamnya  
pal ing sediki t  60% dimil iki  oleh  
Pemer in tah  Daerah  Kabupaten /Kota  a tau 
badan  usaha mil ik desa/kelurahan.  
Sisanya dapat  dimil iki  oleh  Warga 
Negara  Indonesia  dan/a tau koperasi .  
Kepemil ikan  saham oleh  set iap Warga 
Negara  Indonesia  pal ing banyak 20%.  
                                                        
8Wayan P. Windia, 2014, Hukum Adat Bali 
Aneka Kasus dan Penyelesaian, Udayana 
University Press, Denpasar, hal.69 
Kegiatan  usaha lembaga keuangan  
mikro mel iput i  jasa  pengembangan  
usaha dan  pemberdayaan  masyarakat  
melalui  pin jaman /pembiayaan  dalam 
usaha skala  mikro kepada anggota  dan  
masyarakat ,  pengelolaan  simpanan,  dan  
pember ian  jasa  konsul tasi  
pengembangan  usaha dengan  cakupan  
wila yah  usaha pada sa tu wila yah  
desa/kelurahan ,  kecamatan , a tau 
kabupaten /kota  yang disesuaikan  dengan  
skala  usaha lembaga keuangan  mikro 
masing-masing9.  
2.5 Hukum Jaminan 
H. Sal im H.S men yatakan  bahwa 
hukum jaminan adalah keseluruhan  dari  
kaidah -kaidah  hukum yang mengatur  
hubungan  hukum an tara  pember i  dan  
pener ima jaminan  dalam kai tannya  
dengan  pembebanan  jaminan  un tuk 
mendapatkan  fasi l i tas kredi t .  Unsur -
unsur  yang tercan tum dalam defin isi  
ter sebut  adalah10:  (1)  adanya kaidah 
hukum,  (2)  adanya pem ber i  dan  
pener ima jaminan,  (3)  Adanya jaminan,  
(4)  Adanya fasi l i tas kredi t .  Berdasarkan  
hasi l anal isis yang terhadap unsur -unsur  
hukum jaminan ,  maka ditemukan  5 
( l ima) asas pent ing dalam hukum 
jaminan  yang harus ada, seh ingga 
pember i  dan  pener ima memperoleh  
keamanan  dan  kenyamanan  dalam 
melakukan  transaksi  dengan  
menggunakan  jaminan .  Lima asas 
pen t ing ter sebut ,  yai tu:  (1)  asas  
publ ic i te t ,  (2)  asas special i tet ,  (3)  asas 
t idak dapat  dibagi -bagi ,  (4)  asas 
inbezi t ts te ll ing, dan (5)  asas horizon tal .  
Jaminan  biasanya digunakan  dalam 
transaksi  perbankan  un tuk men jamin  
kepast ian  hukum antara  bank selaku 
kredi tur  dan  nasabah  selaku debi tur .  
Jaminan  yang dapat  diber ikan  oleh  
debi tur  kepada lembaga keuangan  yang 
hendak dia jukan  kredi t ,  terdapat  dalam 
berbagai  ben tuk.  Ben tuk -ben tuk jaminan  
ter sebut ,  an tara  la in:  hak tanggungan,  
jaminan  fidusia ,  h ipotek kapal ,  hak 
jaminan  resi  gudang,  dan jaminan  
per seorangan .  
 
III. Status Dan Kedudukan Lembaga 
Perkreditan Desa (LPD) dengan 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2013 Tentang Lembaga 
Keuangan Mikro 
Jauh  sebelum dikeluarkannya  
Undang-Undang LKM, berdasarkan  
pasal  58 Undang-Undang Nomor  7  
                                                        
9 Ibid. 
10H. Salim HS, 2004, Perkembangan Hukum 
Jaminan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hal. 7. 
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Tahun  1992 jo.  Undang-Undang Nomor  
10 Tahun  1998 ten tang Perbankan ,  LPD 
diber ikan  status sebagai  Bank 
Perkredi tan  Rakyat  (BPR),  seh ingga 
LPD dalam hal  pengelolaannya harus 
mengikuti  segala  aturan  yang ber laku di  
BPR.  Hal  in i ten tu t idaklah tepat,  
karena LPD mempunyai  visi  dan  misi  
yang berkai tan  era t  dengan  konsep Tri  
Hi ta Karana  yai tu mengharmoniskan  
hubungan  manusia  dengan  Tuhan  
(parhyangan) ,  mengharmoniskan  
hubungan manusia  dengan manusia  
(pawongan) ,  dan  mengharmoniskan  
hubungan  manusia  dengan  l ingkungan  
(palemahan).  Berbeda dengan  BPR yang 
berben tuk badan  hukum,  yakn i  
Per seroan  Terbatas, melakukan  kegiatan  
keuangan  dengan  tujuan  mendapatkan  
profi t /keun tungan  demi kepen t ingan  
pemegang saham/pemodal .  Sta tus dan  
kedudukan  LPD yang sangat berbeda  
dengan  Bank Perkredi tan  Rakyat   (BPR)  
dapat  di l ihat  dari  perbandingan ber ikut :   
1. Landasan utama pendirian LPD adalah awig-
awig, sedangkan BPR didirikan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan; 
2. Inisiatif pembentukan LPD berasal dari 
krama desa pakraman, sedangkan BPR 
dibentuk oleh pribadi atau sekelompok orang; 
3. Modal LPD terdiri dari setoran desa 
pakraman, bantuan pemerintah, laba ditahan, 
dan sumber lain yang tidak mengikat. Modal 
BPR diperoleh melalui dana pemegang 
saham, hibah, penerbitan obligasi atau surat 
hutang lain, pinjaman, emisi efek di bursa 
efek, dan sektor usaha lain yang sah; 
4. Perangkat organisasi LPD terdiri dari 
Paruman Desa Pakraman, Bendesa dan 
Prajuru, dan Ketua LPD. Perangkat 
organisasi BPR terdiri dari Rapat Umum 
Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi; 
5. Lingkup wilayah operasional LPD hanya 
sebatas di lingkungan desa pakraman 
bersangkutan, sedangkan BPR dapat 
menjangkau seluruh wilayah Indonesia; 
6. LPD adalah lembaga non-profit yang bersifat 
sosio-kultural-religius, sedangkan BPR yang 
berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas 
berorientasi pada keuntungan; 
7. LPD mengalokasikan keuntungannya 
sebanyak 60% untuk pengelolaan modal dan 
40% dialokasikan untuk memenuhi 
tanggungjawab dan kewajiban terhadap desa 
pakraman (fisik/sekala dan non-
fisik/niskala). BPR tidak mempunyai 
tanggungjawab seperti itu, BPR membagi 
keuntungan diantara pemegang saham sesuai 
presentase saham yang dimiliki.\ 
Jiwa dan  karakter ist ik LPD jelas  
t idak sesuai  dengan  BPR,  maka 
Pemer in tah  Daerah  Provinsi  Bal i  
mengatur  LPD didalam Peraturan  
Daerah  Provinsi  Bal i  Nom or  3 Tahun  
2007 ten tang Perubahan  Peraturan  
Daerah  Provinsi  Bal i  Nom or  8 Tahun  
2002 ten tang Lembaga Perkredi tan  
Desa.  LPD dalam Pasal  1 Angka 10 
Peraturan  Daerah  Nomor  8 Tahun  2002 
ten tang Lembaga Perkredi tan  Desa 
dikatakan  merupakan  badan  usaha 
keuangan  mil ik desa pakraman  yang 
mana penger t ian  ter sebut  menga cu  
kepada Undang-Undang Nomor  32 
Tahun  2004 ten tang Pemer intah  Daerah  
(Undang-Undang Pemer intah  Daerah).  
Pada Undang-Undang Pemer in tah  
Daerah ,  mengenai  Badan  Usaha Milik 
Desa dia tur  dalam Pasal  213.  Pasal  213 
menyebutkan  bahwa:  
Desa dapat  mendirikan  badan  usaha 
mil ik desa  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  
potensi  desa  yang berpedoman  pada 
peraturan  perundang-undangan .  
LPD desa pakraman  merupakan 
suatu lembaga keuangan  yang ber si fa t  
khas dan  khusus,  berwujud satu -satunya  
(sui  gener is)  diantara lembaga keuangan  
sejen is la innya,  baik dar i segi  la tar  
belakang pemben tukannya,  visi ,  misi ,  
dan  ben tuk kelembagaannya,  maupun  
tujuannya-tujuannya juga berbeda  
dengan  pengert ian  Badan  Usaha Milik 
Desa (BUMDes) yang mengacu pada 
Undang-Undang Pemer intah  Daerah.   
Perbedaan ter sebut  akan di jabarkan  
sebagai  ber ikut  :  
1. LPD dimiliki oleh desa pakraman, 
sedangkan BUMDes dimiliki oleh desa dan 
dikelola secara bersama. Desa yang 
dimaksud adalah desa administratif yang 
berbeda dengan desa pakraman di Bali. Desa 
Pakraman di Bali mengikat secara turun 
temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga yang 
berlandaskan agama Hindu Bali; 
2. Modal LPD terdiri dari setoran desa 
pakraman, bantuan pemerintah, laba ditahan, 
dan sumber lain yang tidak mengikat. Modal 
BUMDes bersumber dari desa sebesar 51% 
dan dari masyarakat melalui penyertaan 
modal sebesar 41%; 
3. Operasionalisasi LPD menekankan pada 
falsafah Tri Hita Karana (keseimbangan 
hubungan harmonis antara Tuhan, manusia, 
dan lingkungan), sedangkan operasionalisasi 
BUMDes menggunakan falsafah bisnis yang 
berakar dari budaya lokal; 
4. Bidang usaha yang dijalankan LPD dan 
BUMDes memang sama-sama berdasarkan 
atas potensi lingkungan masyarakat, namun 
LPD dibatasi oleh keputusan Paruman Desa 
Pakraman dan awig-awig; 
5. LPD mengalokasikan keuntungannya 
sebanyak 60% untuk pengelolaan modal dan 
40% dialokasikan untuk memenuhi 
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tanggungjawab dan kewajiban terhadap desa 
pakraman (fisik/sekala dan non-
fisik/niskala). Keuntungan yang diperoleh 
BUMDes ditujukkan untuk kesejahteraan 
anggota (penyerta modal) dan masyarakat 
melalui kebijakan desa. 
Peraturan  Daerah  ini  kemudian 
diubah  dengan  Peraturan  Daerah  
Provinsi  Bal i  Nom or  4 Tahun  2012 
ten tang Perubahan  Kedua Atas  
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bal i  Nomor  8  
Tahun  2002 ten tang Lembaga  
Perkredi tan  Desa (Peraturan  Daerah  
ten tang LPD).  Pada Peraturan  Daerah  
yang paling baru in i terdapat  perubahan  
mengenai  pengert ian  LPD.  LPD dalam 
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bal i  Nomor  4  
Tahun  2012 memiliki  penger t ian  bahwa 
LPD adalah  lembaga keuangan  milik 
desa pakraman.  Tetapi  hal  in i  tidaklah  
memba wa perubahan  yang sign ifikan  
terhadap sta tus dan  kedudukan  LPD,  
just ru men jadi  semakin  r ancu karena 
LPD dikatakan  sebagai  lembaga  
keuangan  milik desa pakraman,  namun  
tetap dia tur  oleh  hukum posi t i f dalam 
ben tuk Peraturan  Daerah  dan  kemudian  
di t indaklan jut i  dengan  Pera turan  
Gubernur . Peraturan  Daerah  Nomor  4 
Tahun  2012 yang ada saat  in i  dianggap 
oleh  prakt isi  LPD ter lalu jauh  mengatur  
ten tang tata  kelola  LPD.  Beberapa pasal  
pengaturan  LPD dianggap t idak sesuai  
dari  kedudukan  LPD sebagai  duwe desa  
pakraman .  Disamping Per aturan  Daerah,  
Pemer in tah  juga mengeluarkan  
Peraturan  Gubernur  Bal i  Nomor  11 
Tahun  2013 ten tang Petun juk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi  
Bal i  Nomor  8 Tahun  2002 ten tang 
Lem baga Perkredi tan  Desa sebagaimana 
telah diubah  beberapa kal i  terakhir  
dengan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bal i  
Nom or  4 Tahun  2012 ten tang Perubahan  
Kedua Atas Peraturan  daerah  Provinsi  
Bal i  Nomor  8 Tahun  2002 ten tang 
Lem baga Perkredi tan  Desa (Peraturan  
Gubernur  Bal i  ten tang LPD).  Peraturan  
Gubernur  Bal i tentang LPD in i secara  
terper inci  mengatur  ten tang pengelolaan  
LPD.  Akan  tetapi  berdasarkan  anal isis 
penul is,  peraturan -peraturan  yang ada 
dalam Peraturan  Gubernur  Bal i  ten tang 
LPD in i  sangat  mirip dengan  prinsip -
pr insip pengelolaan  perbankan,  dalam 
hal  in i  BPR,  seh ingga seolah -olah  
mengamin i  bahwa LPD memang 
memil iki  karakter ist ik yang sama 
dengan  BPR.  
Setelah  ber lakunya Undang -Undang 
Lem baga Keuangan  Mikro Pasal  39 ayat  
(3)  yang secara  tegas men jelaskan  
bahwa:  
Lem baga Perkredi tan Desa dan 
Lumbung Pi t ih Nagari  ser ta  lembaga 
sejen is yang telah  ada sebelum  
Undang-Undang ini  ber laku,  
dinyatakan  diakui  keberadaannya  
berdasarkan  hukum adat  dan  t idak 
tunduk pada undang-undang in i.   
 
Pernyataan  pengakuan keberadaan 
berdasarkan  hukum adat  in i  berar ti  
bahwa Pem er in tah harus menyerahkan  
segala  urusan pengaturan  LPD kepada 
desa pakramannya masing-masing.  
Penegasan  bahwa LPD diakui  
keberadaannya berdasarkan  hukum adat  
jelas  menun jukkan  bahwa LPD memang 
dikecual ikan  just ru karena LPD sebagai  
duwe  (aset  mil ik penuh) desa pakraman  
yang seharusnya dia tur  berdasarkan  
hukum adat  Bal i .  Bukan  aturan  di luar  
hukum adat  dan  hukum adat  Bal i .  
Seja t inya,  sejak  awal  didir ikan ,  LPD 
sudah  didasar i  oleh  hukum adat.  
Bukt inya,  in isia ti f pemben tukan  LPD 
didasar i  oleh  keputusan  paruman desa 
pakraman  dan  desapakraman yang in gin  
memil iki  LPD harus memiliki  awig-
awig t er lebih  dahulu.  Dalam sistem 
hukum adat  Bal i ,  keputusan  paruman 
desa pakraman merupakan  salah  satu 
bagian  hukum adat  Bal i .  Tak hanya i tu,  
secara  de facto ,  sejumlah  desa  adat  juga 
memasukkan  LPD sebagai  duwe desa  
pakraman . 11 
Memang, saat awal  pendir ian ,  LPD 
didasar i  Surat  Keputusan Gubernur  Bal i  
dan  kemudian  di tegaskan  melalui  
Peraturan  Daerah ,  namun , Peraturan  
Daerah  in i t idaklah  lan tas member ikan  
hak kepada pemer in tah  untuk melakukan  
intervensi .  Peraturan  Daerah  merupakan  
cerminan  pelaksanaan fungsi  
pengayoman  dan  per l indungan  terhadap 
kesatuan  masyarakat  hukum adat.  
Peraturan  Pemer in tah  bukan lah  
regulator  adat.  Hanya saja ,  harus 
diakui ,  pemahaman  semacam ini  belum  
begi tu kuat  pada awal  pendirian  LPD 
seh ingga Peraturan  Daerah  Nomor  2  
Tahun  1988 ten tang LPD ter la lu jauh  
mengatur pengelolaan LPD sampai  hal -
hal  tekn is seper t i  yang ter jadi saat in i.   
Penegasan  LPD sebagai  duwe desa  
pakraman  juga dapat  di lihat  dar i  hak 
dan  kewaji ban  yang t imbul  an tara  LPD 
dengan  desa pakraman  di  Bal i  yang 
t idak ada di  desa  la in  di  Indonesia .  Hak 
dan kewa jiban  in i  sangat berbeda  
dengan  hak dan  kewaji ban  antara  Badan  
Usaha Mil ik Desa dengan  masyarakat  
                                                        
11Sumarta, I Ketut, 2014, Pararem Lembaga 
Perkreditan Desa (LPD) Bali, Majelis Utama 
Desa Pakraman Bali, Denpasar, hal.3 
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desan ya.  Hak dan  kewaji ban  LPD lebih  
kompleks  dan  menyeluruh ,  menyatu,  
t idak terpisahkan.  T idak hanya  
mengenai  masalah kesejah teraan , akan  
tetapi  juga berkai tan  dengan  agama 
Hindu dengan  hukum sebab aki batnya.  
Di l ihat  dar i  sisi  hak dan kewa jiban ,  
desa pakraman  set idaknya memil iki  hak 
dan  kewaji ban  pada tiga  aspek,  yai tu  
hak dan  kewaji ban  pengelolaan,  hak dan  
kewaji ban  pengawasan ,  dan  hak dan  
kewaji ban  mendapatkan  hasi l  dari  
pengelolaan  LPD.  Sanksi  yang ada 
dalam masyarakat desa pakraman  juga 
berbeda dengan  sanksi  apabi la  
seseorang la la i  dalam mengelola  desa 
pakraman .  Sanksinya  t idak hanya  
ber laku un tuk dir i  sendir i,  akan  tetapi  
juga berefek negat i f pada anak 
keturunannya kelak.  
Ber lakunya Undang-Undang 
Lem baga Keuangan  Mikro membuat  
Majel is Desa Pakraman  ber t indak cepat  
dengan  cara  melakukan  konsul tasi  
kepada Ketua DRR RI dan  Kementer ian  
Dalam Neger i  Tahun  2013 un tuk 
menguatkan  sta tus dan  kedudukan  LPD 
yang sebaiknya dia tur  oleh  hukum adat.  
Hasi l  konsul tasi  Majel is Utama Desa  
Pakraman  Bal i  terkai t  Undang -Undang 
LKM dengan  Ketua Dewan  Per waki lan  
Rakyat  Republ ik Indonesia  dan  
Kementer ian Dalam Neger i  Tahun  2013 
pun  mendapatkan  hasi l  sebagai  
ber ikut :12 
1. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 
Bali tentang LPD bukan hukum adat, 
sehingga dengan sendirinya gugur setelah 
Undang-Undang LKM berlaku, karena 
bersifat mengatur teknis, dengan demikian 
hal ini tentu bertentangan dengan Undang-
Undang LKM; 
2. Segala produk hukum dibawah Undang-
Undang(dalam hal ini yang dimaksud adalah 
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 
Bali tentang LPD) yang bertentangan dengan 
Undang-Undang (dalam hal ini yang 
dimaksud adalah Undang-Undang LKM) 
diatasnya dengan sendirinya gugur sesuai 
dengan asas perundang-undangan  “lex 
superiori derogate legi inferiori”. Asas ini 
merupakan konsekuensi dari adanya hirarki 
dalam peraturan perundang-undangan. 
Hirarki yang membawa konsekuensi hukum 
sebagai berikut:13 
                                                        
12Anonim, “Mamungkah Lan Ngeteg 
Linggih LPD Bali Pasca UU RI 1/2013 tentang 
LKM”, Makalah, Karangasem, 03 Maret 2014, 
hal. 8. 
13Munir Fuady, 2013, Teori-Teori Besar 
(Grand Theory) Dalam Hukum, Prenada Media 
Group, Jakarta, hal.127 
a. Undang-Undang yang dibuat penguasa 
yang lebih tinggi kedudukannya 
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi 
pula, 
b. Undang-Undang yang lebih rendah tidak 
boleh bertentangan dengan Undang-
Undang yang lebih tinggi tingkatannya, 
c. Undang-Undang yang lebih tinggi tidak 
dapat diubah/dihapus oleh Undang-
Undang yang lebih rendah 
kedudukannya, 
3. LPD harus dikembalikan diatur penuh 
dengan hukum adat; 
4. Bila Majelis Desa Pakraman sebagai wadah 
tunggal desa pakraman di Bali mau 
mengadopsi isi Peraturan Daerah, Peraturan 
Gubernur Bali, maupun Peraturan Bupati 
yang dipandang sesuai dengan nilai-nilai adat 
Bali, diperbolehkan, tetapi harus ditetapkan 
dengan keputusan Lembaga Adat sehingga 
menjadi hukum adat Bali. 
 
IV. Pengaturan Hukum Pengikatan 
Jaminan Pada Lembaga Perkreditan 
Desa (LPD) Dengan Berlakunya 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 
Tentang Lembaga Keuangan Mikro 
Pada tahun  1983,  Prof.  Ida  Bagus  
Mantra  merumuskan  gagasan  un tuk 
memben tuk sebuah  lembaga keuangan  
berbasis adat  dengan  mengadopsi  dan  
mengembangkan  konsep pacingkreman 
banjar  a tau pun  sekaa  yang telah  
tumbuh  sejak lama di  tengah -tengah  
masyarakat  Bal i .  Pada saat  yang sama,  
Pemer in tah  Pusat  juga meluncurkan  
program pemben tukan  lembaga kredi t  di  
pedesaan  untuk mendorong 
pembangunan  ekonomi dan  peningkatan  
kesejah teraan masyarakat desa .  
Beberapa bulan kemudian  digelar  
seminar  tentang Lembaga Keuangan  
Desa (LKD) atau Badam Kredi t  Desa  
(BKD) di  Semarang yang di laksanakan  
Depar temen  Dalam neger i  pada bulan  
Februari  1984.  Salah  sa tu kesimpulan  
seminar  ter sebut ,  yai t u per lu dicari  
ben tuk perkredi tan  di pedesaan  yang 
mampu membantu pengusaha keci l  di  
pedesaan  yang saat i tu belum ter sen tuh  
oleh  lembaga keuangan yang ada,  
seper t i  bank.  Bal i  mencoba  
mener jemahkan  hasil  keputusan seminar  
di  Semarang dengan  mengadopsi  dan  
merevi ta l isasi  tr adisi  pacingkreman  
dalam dinamika banjar dan  sekaa  yang 
telah  tumbuh  di  masyarakat  Bal i .  
Akh irnya,  terben tuklah  Lembaga  
Perkredi tan  Desa di  Bal i  yang berada di  
ba wah  naungan  desa  adat ,  bukan  desa  
dinas.  
Pasal  1 ayat  (7)  Peraturan  Daerah 
Provinsi  Bal i  Nom or  4 Tahun  2012 
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ten tang Lembaga Perkredi tan  Desa 
menyebutkan  bahwa lapangan  usaha 
LPD mel iput i :  
a. Menerima/menghimpun dana dari krama 
desa dalam bentuk keuangan dan deposito; 
b. Memberikan pinjaman hanya kepada krama 
desa; 
c. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga 
keuangan maksimum sebesar 100% dari 
jumlah modal, termasuk cadangan dan laba 
ditahan, kecuali batasan lainnya dalam 
jumlah pinjaman, atau dukungan/bantuan 
dana. 
Lapangan usaha LPD sesuai  yang 
tercantum dalam Peraturan  Daerah  
ter sebut  sangat  mir ip dengan  lapangan  
usaha dari  lembaga perbankan ,  semisal  
Bank Perkredi tan  Rakyat  seh ingga 
sebelum dikeluarkan  Undang -Undang 
LKM sta tus dan  kedudukannya  
diper samakan  dengan BPR.  Pun  
kemudian ket ika  ada Peraturan  Daerah  
yang mengatur  ten tang LPD,  LPD just ru 
diber ikan  kedudukan  yang sama dengan  
lembaga keuangan  mil ik desa pakraman  
namun  dengan  pengert ian  yang sama 
dengan  Badan  Usaha Mil ik Desa  
sebagaimana mengacu pada Undang -
Undang Pemer in tah  Daerah.  LPD 
dikatakan  sebagai  badan  usaha.  
Akibatnya,  proses t r an saksi  kredi t,  
pengikatan  jaminan  kredi t ,  h ingga 
proses lelang ket ika  ter jadi  
permasalahan  kredi t  mengikut i  sistem 
seper t i  badan  usaha lain  yang bergerak 
di  bidang keuangan .  
Pada dasarnya,  pem ber ian  kredi t 
oleh  LPD diber ikan  kepada siapa sa ja  
yang memil iki  kemampuan  un tuk 
memba yar  kembal i  dengan  syarat  
melalui  suatu per jan jian  kredi t  dian tara  
LPD dan  krama desa pakraman .  
Pem ber ian  kredi t  di  LPD mengikuti  
prosedur  kredi t  yang ber laku umum 
dengan  beberapa penyesuaian  yang 
men i tikberatkan  keberadaannya sebagai  
mil ik desa  pakraman .  Disamping i tu,  
umumnya juga dibuatkan  per jan jian  
pengikatan  a tau pembebanan  jaminan  
sebagai  per jan jian  tambahan  yang 
mengikuti  per jan jian  pokokn ya  
(per jan jian  kredi tnya).  Per jan jian  kredi t  
yang dibuat  oleh  LPD kepada krama 
desa pakraman  yang ingin  memin jam 
uang merupakan  salah  sa tu aspek yang 
sangat  pent ing dalam pember ian  kredi t.  
Per jan jian kredi t  merupakan  ikatan  
antara  LPD dan  krama desa pakraman  
yang isinya menen tukan  dan  mengatur  
hak dan  kewaji ban  kedua belah  pihak 
sehubungan dengan  pember ian  kredi t.  
Sedangkan  per jan jian  pengikatan  
jaminan  adalah  per jan jian  an tara  LPD 
dan  krama desa pakraman  men yangkut  
benda mil ik krama desa pakraman  a tau 
pihak ket iga  yang dibebankan a tau 
di ikatkan sebagai  jaminan  utang.  
Dalam member ikan  kredi t  kepa da 
krama desa  pakraman ,  seper t i  halnya  
bank,  LPD juga menerapkan  pr insip The 
Five “C”.  LPD wa ji b mempunyai  
keyakinan  berdasarkan  analisis yang 
mendalam atas i t ikad dan kemampuan  
ser ta  kesanggupan  masyarakat  (debi tur )  
bahwa yang ber sangkutan akan dapat  
melunasi  utangnya sesuai  dengan  
per jan jian .  Guna memperoleh  keyakinan  
a tas kemampuan  dan kesanggupan  
debi tur  dalam melunasi  utangnya,  maka 
LPD wa ji b melakukan  pen i laian  yang 
seksama terhadap watak (character),  
kemampuan  (capaci ty),  modal  (capi tal ),  
si tuasi  ekonomi (condi t ion of  
economic),  dan agunan (collateral ) .  
Pada kenyataannya,  baik dalam 
praktek pember ian  kredi t oleh  bank,  
maupun  LPD,  agunan  (col lateral)  sela lu  
men jadi  faktor  per timbangan  yang 
pal ing menen tukan  un tuk dapat  
dikabulkannya permohonan  kredi t  d ari  
krama desa pakraman.  Kredi t  yang 
diber ikan  kepada LPD harus diamankan,  
dalam ar t i harus dapat  di jamin  
pengembal ian  a tau pelunasannya.  Dalam 
rangka member ikan  keamanan  dan  
kepast ian  pengembal ian  kredi t  
dimaksud,  LPD per lu memin ta  jaminan  
(agunan) un tuk kemudian  dibuatkan  
per jan jian  pengikatannya.  Benda yang 
lazim di jadikan  jaminan  kredi t  di  LPD 
ada benda bergerak berupa kendaraan  
bermotor  (mobi l  a tau motor )  dan  benda 
t idak bergerak berupa tanah.  Apabi la  
benda bergerak yang di jadikan  jaminan  
kredi t ,  maka pengikatannya saat  in i,  
memakai  lembaga jaminan  fidusia  
sebagai  dia tur  dalam Undang -Undang 
Nom or  42 Tahun  1999 ten tang Jaminan  
Fidusia .  Ar t inya,  dengan kata  la in,  
apabi la  benda bergerak yang di jadikan  
jaminan  kredi t ,  maka pengikatannya  
tunduk pada keten tuan  Undang-Undang 
Nom or  42 Tahun  1999 ten tang Jaminan  
Fidusia .  
LPD selaku lembaga keuangan 
mil ik komunitas masyarakat  desa 
pakraman yang pengikatan  jaminan  
kredi tnya mengikut i  keten tuan  Undang -
Undang Fidusia  dan  Undang -Undang 
Hak Tanggungan  kurang tepat.  
Pasalnya,  pada Undang-Undang Hak  
Tanggungan  disebutkan  bahwa  
Pemegang Hak Tanggungan  adalah  
orang per seorangan  a tau badan  hukum 
yang berkedudukan  sebagai  pihak yang 
berpiutang.  Sedangkan  Undang -Undang 
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Jaminan  Fidusia  menyebutkan  bahwa  
Pemegang Jaminan  Fidusia  adalah  orang 
per seorangan  atau korporasi .  LPD yang 
merupakan  mil ik komunal  ten tu sa ja  
t idak dapat  dikategor ikan sebagai  
per seorangan  maupun  perusahaan  
per seorangan . Kedudukannya sebagai  
duwe desa pakraman yang tunduk 
terhadap hukum adat  member ikan  sta tus 
dan kedudukan khusus bagi  LPD.   
Menguatkan  hal  ter sebut ,  LPD 
dalam praktek saat in i,  tidak memil iki  
hak apapun  (baik itu hak milik,  hak 
guna usaha,  hak pakai , hak guna 
bangunan ,  dan  hak-hak la innya yang 
lazim dimiliki  sebuah  badan  usaha yang 
berbadan  hukum).  Apabi la  ter jadi  
kasus/sengketa  seorang debi tur  LPD 
(krama desa pakraman )  ada yang 
melakukan  wanprestasi  (dalam hal  ini  
t idak dapat maupun  t idak bisa  
memba yar  kredi t ) dan  di tempuh  ja lan  
menyi ta  jaminan  lewat  proses lelang 
dan  LPD memutuskan  un tuk membel i  
sendir i  jaminan  ter sebut  melalui  proses  
lelang,  maka yang dicantumkan sebagai  
pembel i  lelang adalah  Ketua LPD 
ber sangkutan .  Tidak jarang pula ,  ada 
oknum ketua LPD yang mencantumkan  
dir inya sebagai  Pemegang Hak  
Tanggungan  maupun  Pemegang Jaminan  
Fidusia  karena masih minimnya  
pengetahuan  masyarakat  pelosok desa  di  
Bal i  ten tang hukum.  Hal  ini  amat  r iskan  
apabi la  seorang Ketua LPD maupun  ah li  
war is Ketua LPD i tu mempun yai  i t ikad 
t idak baik,  maka dapat  ter jadi  kasus 
pen yel ewengan  barang jaminan .  
Maka,  sudah  sepatutnya apabi la  
mengacu kepada keten tuan  Undang -
Undang Nomor  1 Tahun  2013 ten tang 
Lem baga Keuangan  Mikro yang 
menyatakan  bahwa LPD harus tunduk 
pada hukum adat  dan  telah  dipaparkan  
bahwa LPD merupakan  duwe desa  
pakraman  dengan  karakter ist ik amat  
berbeda dengan  BPR maupun  badan  
usaha mil ik desa ,  keten tuan  ini  
sela yakn ya di t in jau kembal i .  Apabi la  
sta tus LPD telah  dikukuhkan  men jadi  
duwe desa pakraman  dan  peraturan  
daerah  telah dibuatkan  peraturan  
peral ihan  yang member ikan  otor i tas 
pengaturan  LPD kepada ot or i t as adat,  
maka seluruh  komponen  menyangkut  
LPD termasuk pula terkai t dengan  
pengikatan  jaminan  pun harus 
disesuaikan  dengan  konsep adat .  
Apabi la  pengikatan  jaminan  juga 
diubah ,  maka kontrak-kon trak 
per jan jiannya juga harus disesuaikan.  
Ket ika  seorang krama desa pakraman  
akan  mengajukan  kredi t,  maka kon trak -
kon trak per jan jiannya harus berdasarkan  
adat  dengan  berpedoman  pada hukum 
adat  Bal i  dengan  penyesuaian  yang 
diper lukan  agar  sesuai  dengan  hukum 
adat  Bal i yang ber laku di desa 
pakraman set empat .  Kajian  kon trak-
kon trak per jan jian  dalam hukum adat  
Bal i  sa lah  sa tunya dapat  mengacu 
kepada hukum perutangan  dalam adat .  
Meskipun  diharapkan  otor i tas 
pengaturan LPD berada pada hukum 
adat ,  namun  tidak dipungkiri  sebagai  
bagian  dari  Negara  Kesatuan Republ ik  
Indonesia ,  krama desa pakraman dan  
LPD harus mengikut i  a turan  yang 
ber laku di  Indonesia .  Benda bergerak 
maupun  t idak bergerak yang akan  
di jadikan  jaminan  apabi la  diper lukan  
pengikatan  barang jaminan  dan  perlu 
dicata tkan,  maka seorang Notar is/PPAT 
yang berhak mencata t kan  adalah  
seorang Notaris/PPAT yang memil iki  
kompet ensi  sebagai  Notar is/PPAT LPD 
dengan  rekomendasi  dar i  Majel is Utama 
Desa Pakraman .  Per jan jian -per jan jian  
kredi t  yang dahulu telah  di lakukan  
sebelum peraturan  baru mengenai  LPD 
disahkan ,  tetap sah  dengan  m engikuti  
asas r etroakt i f ( t idak dapat ber laku 
surut) ,  mengingat  demikian  banyakn ya  
t ransaksi  yang telah di lakukan  oleh  LPD 
yang ada di  Bal i dengan keseluruhan  
aset  LPD Bal i  saat  ini  mencapai  
t r il iunan rupiah.  Terkait  dengan  barang 
jaminan  benda bergerak ma upun t idak 
bergerak apabi la  krama desa pakraman  
yang memin jam uang t idak mau atau 
t idak dapat  mengembal ikan ,  maka t idak 
per lu dibawa ke r anah  pengadi lan  
maupun  melalui  proses  lelang.  Barang 
jaminan  jika  berupa benda bergerak 
akan  men jadi  inven tar is desa pakraman  
dengan  keten tuan  pen jualannya harus 
melalui  mekan isme yang di tetapkan  
masing-masing desa pakraman.   Benda 
tetap yang di jadikan  jaminan  akan  
ot omat is men jadi   duwe desa pakraman   
dalam ben tuk karang ayahan desa  
maupun  karang gunakaya .  Masyarakat  
Bal i  dalam hukum adatnya yang ber si fa t  
terang dan  tunai  juga mempunyai  t r adisi  
pengikatan  berupa jan ji  yang disebut  
dengan  mekantah. Mekantah adalah  
t radisi  dimana  seorang yang hutang 
kepada orang lain  ber jan ji  kepada yang 
member i  pin jaman tadi  bahwa ia  
sebelum melunasi  hutangnya ia  akan  
mengadakan  t ransaksi  ten tang tanahnya,  
kecual i  dengan  pember i  hutang.  Tradisi  
ini  layak un tuk dih idupkan  namun  
dengan  mekan isme yang mengikuti  
perkembangan  jaman ,  con tohnya,  
apabi la  ada yang ingin  memiliki  tanah  
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di  suatu desa pakraman,  maka orang 
ter sebut  harus men jadi  krama desa 
pakraman yang ber sangkutan  ter lebih  
dahulu.  Kemudian  jika  ia  ingin  men jual  
tanahnya harus dengan  per setujuan  dari  
Bendesa Adat  setempat .  
Poin -poin  mengenai  pengikatan 
jaminan  di  LPD ter sebut  harus 
di lakukan  berdasarkan  awig-awi g  
(hukum adat)  agar  sesuai  dengan  amanat  
Undang-Undang Lembaga Keuangan  
Mikro.  Kendala  terbesar  adalah  banyak  
desa pakraman  yang belum mempunyai  
awig-awig  yang mengatur  ten tang LPD 
secara  ter tulis.  Walaupun telah  ada yang 
ter tul is ,  hanya disebutkan  bahwa LPD 
merupakan  duwe desa pakraman.  Poin -
poin  pen ting mengenai  ta ta kelola  lebih  
lan jut  termasuk yang berkai tan  dengan  
barang jaminan  t idak dia tur  sama sekal i.  
Beberapa desa pakraman yang belum  
mempunyai  awig-awig t er tul is beralasan  
bahwa awig-awig  t idak ter tul is 
mempunyai  si fa t  yang lebih  luwes,  
seh ingga rela ti f lebih  mudah  
disesuaikan  dengan  si tuasi  dan  kondisi  
setempat  dan  lebih  mudah  dalam 
mendekat i  rasa  keadi lan  masyarakat  
tempat  awig-awig  i tu ber laku. Padahal  
t idak di tulisnya awig-awig  ten tu t idak 
dapat  men jamin  kepast ian  hukum dan  
sul i t  di jadikan sebagai  rujukan  
dikemudian  hari .  
 
V. Penutup 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan  hasi l  penel i t ian yang 
telah  di lakukan ,  maka dapat  
disimpulkan hal -hal  sebagai  ber ikut :  
1. LPD mempunyai status dan kedudukan 
sebagai duwe desa pakraman. LPD dalam 
Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 
tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan 
Mikro, telah dikecualikan dari Undang-
Undng Lembaga Keuangan Mikro sehingga 
harus tunduk pada hukum adat. LPD Konsep 
LPD sebagai duwe desa pakraman 
berdasarkan atas karakteristik dan ciri khas 
LPD yang amat berbeda dengan Badan 
Perkreditan Desa, Badan Usaha Milik Desa, 
Lembaga Keuangan Mikro, maupun 
lembaga-lembaga lain yang sejenis.  
2. LPD dalam melakukan transaksi kredit 
dengan menggunakan jaminan benda tetap 
berupa tanah, saat ini pengikatan jaminan di 
LPD mengacu kepada Undang-Undang Hak 
Tanggungan, sedangkan transaksi kredit 
dengan menggunakan jaminan benda 
bergerak pengikatannya mengacu kepada 
Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ini 
kurang tepat. LPD dalam status dan 
kedudukannya sebagai duwe desa pakraman 
dengan karakteristiknya yang khusus tentu 
tidak dapat dipersamakan dengan 
perseorangan, badan hukum, maupun 
korporasi, sehingga pengikatan jaminan 
kreditnya pun harus disesuaikan dengan 
landasan hukum adat Bali sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Lembaga Keuangan 
Mikro.  
5.2 Saran 
Adapun  saran  yang dapat 
dikemukakan  dalam penel i t ian  ini  
adalah sebagai  ber ikut :  
1. Diharapkan otoritas pengaturan LPD berada 
pada hukum adat, namun tidak dipungkiri 
sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, krama desa pakraman dan LPD 
harus mengikuti aturan yang berlaku di 
Indonesia. Benda bergerak maupun tidak 
bergerak yang akan dijadikan jaminan apabila 
diperlukan pengikatan barang jaminan dan 
perlu dicatatkan, maka seorang Notaris/PPAT 
yang berhak mencatatkan adalah seorang 
Notaris/PPAT yang memiliki kompetensi 
sebagai Notaris/PPAT LPD dengan 
rekomendasi dari Majelis Utama Desa 
Pakraman. 
2. Apabila telah ada pengaturan tata kelola 
berdasarkan hukum adat yang memiliki 
kepastian hukum, maka seyogyanya segala 
bentuk transaksi kredit di LPD termasuk 
terkait pengikatan jaminan kredit sebaiknya 
mengikuti mekanisme yang berlaku selama 
tidak bertentangan dengan hukum yang 
berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Untuk itu, penting untuk membuat 
peradilan adat untuk mengakomodasi 
perubahan-perubahan tata kelola LPD jika 
telah diubah sesuai dengan hukum adat. 
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